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RINGKASAN

Terdapat dua pejabat yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan pasca adanya
Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 yaitu pegawai pencatat perkawinan atau
notaris. Terdapat dualisme

kewenangan dalam pengesahan perjanjian perkawinan. Frasa “disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan atau notaris”, menimbulkan kekaburan norma dan
ketidakpastian dalam masyarakat maupun dalam kalangan profesi notaris, apakah
notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian kawin yang dibuat selama
perkawinan berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, tesis ini
mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah Kewenangan Notaris terkait Pengesahan
Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XII1/2015 sesuai dengan Asas Autentifikasi ? 2. Bagaimana penerapan asas
autentifikasi dalam perjanjian perkawinan dalam pengaturan penambahan

Kewenangan Notaris ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1. Untuk mengetahui Kewenangan Notaris
Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sesuai dengan Asas Autentifikasi. 2. Untuk
mengetahui Penerapan asas autentifikasi dalam perjanjian perkawinan dalam
pengaturan penambahan Kewenangan Notaris. Jenis penelitian yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan
penelitian dalam tesis ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (State Approach),

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban bahwa: pertama, Kewenangan
Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi jika dilihat dari asas autentifikasi yaitu bahwa kewenangan Notaris
terkait pengesahan perjanjian perkawinan yang awalnya perjanjian perkawinan itu
dibuat secara tertulis menggunakan akta di bawah tangan lalu disahkan atau Notaris
mengeluarkan akta autentik yang diberi judul akta perjanjian perkawinan yang isi

perjanjian itu berdasarkan perjanjian para pihak. Kedua, Penerapan Asas



Autentifikasi Dalam Perjanjian Perkawinan untuk pengaturan penambahan
Kewenanga Notaris adalah semua yang berkaitan dengan keperdataan apalagi yang
berkaitan dengan pembuatan pengesahan suatu perbuatan hukum yang perbuatan
itu terkait perjanjian harus dikeluarkan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang

berdasarkan Undang- Undang.



PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan
Notaris terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan setelah adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/1015 sesuai dengan Asas autentifikasi
serta Penerapan Asas autentifikasi Perjanjian Perkawinan dalam penambahan
Kewenangan Notaris.

Metode Penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum
Normatif dengan pendekatan Perundang — Undangan (State Approach), Pendekatan
Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Comprative
Approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris terkait
pengesahan perjanjian perkawinan sesuai asas autentifikasi dikarenakan
kewenangan Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan yaitu membuatkan
perjanjian perkawinan yang pada awalnya perjanjian perkawinan tersebut
berbentuk perjanjian dibawah tangan sehingga dirubah menjadi akta perjanjian
perkawinan agar perjanjian tersebut mengikat para pihak (suami dan istri), serta
untuk Penerapan asas autentifikasi dalam perjanjian perkawinan dalam pengaturan
penambahan kewenangan Notaris maka pemerintah harus segera membuatkan
pengaturan terbaru terkait pelaksanaan untuk menjalankan Jabatan Notaris dan
membuatkan aturan baru untuk pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan serta
menetapkan lembaga yang berkaitan dengan keperdataan agar akta yang dibuat oleh
notaris tidak menjadi akta dibawah tangan.

serta agar para pihak dapat membuktikan telah melakukan pembuatan akta
perjanjian perkawinan di kantor Notaris maka akta tersebut harus di daftarkan ke



lembaga yang berkaitan dengan keperdataan yang di naungi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia seperti AHU ( Administrasi Hukum Umum).
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